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ABSTRACT 
 

In the development of government and territorial growth of a region in a country there are three things that are 
likely to occur related to territorial / regional structuring reform policies, first, the area is broader because the 
second centripetal policy has merged or annexed due to fragmentation. territorial (centrifugal policy), third, 
with the same territorial area (static / constants policy). in post-reform Indonesia in 1998 there have been an 
increase of 223 new autonomous regions (DOB) from a total of 319 pre-reform autonomous regions to 542 
autonomous regions at the provincial / district / city level after the reformation. For Central Sulawesi, there 
are 23 proposals / plans for the establishment of DOBs. For projections and strategies to address the issue of 
regional expansion in Central Sulawesi based on current conditions and dynamics (2018), appropriate policy 
choices are needed in the face of the growing phenomenon of demand for expansion / formation of DOBs and 
regional structuring strategies based on centripetal policy, centrifugal policy or Constants policy . Judging 
from the strength of the Centripetal policy (integrated direction) there are a number of choices in the form of 
Annexation, Consolidation, Amalgamition. While the Centrifugal policy in the form of policies of Detachment, 
Fragmentation, Proliferation, Regional Government Splitting, Partition and Political Sub Division. For 
Constants / static policy choices in which the government carries out a pemekaran moratorium on an ongoing 
basis with proactive policy instruments. 
To project opportunities for DOB formation in Central Sulawesi, (1) Proposal for the establishment of Moutong 
and Tomini Raya Districts is more likely to be realized, as seen from the process, the two DOB candidates have 
been approved as DOBs as proposed by the DPR-RI initiative. East has the opportunity, because the proposal 
of the area at the regional level has been completed. (3) Areas that are actually and factually truly for reasons of 
distance of service and / or because of consideration of having national strategic values and security can have 
opportunities for form. 
 
Keywords : territorial reform, centripetal policy, centripetal policy, constants policy 
 
Dalam perkembangan pertumbuhan pemerintahan dan teritorial suatu daerah dalam suatu negara ada tiga hal 
kemungkinan terjadi yang berkaitan dengan kebijakan reformasi teritorial/penataan daerah, pertama, daerah 
semakin luas karena terjadi penggabungan atau aneksasi wilayah sekitarnya (centripetal Policy) kedua, 
semakin mengecil wilayahnya karena   terjadi fragmentasi teritorial (centrifugal Policy), ketiga, dengan kondisi 
luasan teritorial yang sama (static/constants Policy). di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 telah terjadi 
penambahan sebanyak 223 daerah otonom baru (DOB) dari total 319 daerah otonom pra-reformasi menjadi 
542 daerah otonom setingkat provinsi/kabupaten/kota pasca reformasi. Untuk Sulawesi Tengah, 
wacana/rencana untuk pembentukan DOB sebanyak 23 usulan DOB. Untuk proyeksi dan strategi 
menghadapai isu pemekaran daerah di Sulawesi Tengah berdasarkan kondisi eksiting dan dinamika sekarang 
ini (2018), diperlukan pilihan kebijakan yang tepat dalam menghadapi berkembangnya fenomena permintaan 
untuk dimekarkan/pembentukan DOB serta strategi penataan daerah berbasis centripetal policy, centrifugal 
policy atau Constants policy. Dilihat dari kekuatan Centripetal policy (arah menyatu/memusat) terdapat 
sejumlah pilihan   dalam bentuk Annexation, Consolidation, Amalgamition. Sedangkan Centrifugal policy 
dalam bentuk kebijakan Detachment, Fragmentation, Proliferation, Regional Government Splitting, Partition 
dan Political Sub Division. Untuk pilihan kebijakan Constants/static di mana pemerintah melakukan 
moratorium pemekaran secara berkelanjutan dengan policy instrument yang proaktif. 
Untuk Proyeksi peluang pembentukan DOB di Sulawesi Tengah, (1) Usulan Pembentukan Kabupaten 
Moutong dan Tomini Raya lebih berpeluang untuk diwujudkan, karena dilihat dari prosesnya, kedua calon 
DOB tersebut sudah disahkan menjadi DOB sebagai usul inisiatif DPR-RI, (2) Usulan Pembentukan Sulawesi 
Timur berpeluang, karena usulan daerah tersebut pada tingkat daerah sudah selesai. (3) Daerah-daerah yang 
secara nyata dan faktual benar-benar karena alasan jarak pelayanan dan atau karena pertimbangan punyai 
nilai strategis nasional dan keamanan dapat memiliki peluang untuk bentuk. 
 
Kata Kunci: reformasi teritorial, centripetal policy, centrifetal policy, constants policy 
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A. PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan pertumbuhan 

pemerintahan  dan teritorial suatu daerah 

dalam suatu negara  atau pemerintahan  ada 

tiga hal kemungkinan terjadi, pertama, daerah 

semakin luas  karena terjadi penggabungan 

atau aneksasi  wilayah sekitarnya (centripetal 

policy) kedua, semakin mengecil wilayahnya  

karena   terjadi fragmentasi teritorial  

(centrifugal policy), ketiga, dengan kondisi 

luasan teritorial yang sama (static/constants 

policy). 

Khusus di Indonesia  sejak bergulirnya  

reformasi tahun 1998 yang disusul pula 

adanya ephoria  reformasi teritorial, sejak 

tahun 1999 telah  terjadi  penambahan 

sebanyak 223 daerah otonom baru dari total 

319 daerah otonom pra-reformasi menjadi 542 

daerah otonom setingkat 

provinsi/kabupaten/kota pasca reformasi. 

(Kemendgari 2017). 

Sumber Kemendagri 2017, diolah validasi 

kembali oleh Penulis 

Khusus Provinsi Sulawesi tengah, 

berdasarkan data/informasikan yang 

disampaikan oleh Gubernur Sulteng pada 

acara sosialisasi tentang Kebijakan Penataan 

Daerah pada bulan November 2016, diperoleh 

gambaran sebagai berikut. 

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 14 

Daerah Otonom (DO) yang ada di Sulawesi 

Tengah sekarang, telah diwacanakan  kembali  

Tabel  1 Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota/Provinsi Di Rpovinsi Sulawesi 

Tengah Periode  2012-Sekarang 

 

Sumber: Sambutan Gkdh Pada Acara Sosialisasi Tentang Kebijakan Penataan Daerah Tanggal  24 

November  2016  Di Palu, Diolah Kembali 
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untuk pembentukan 13 Daerah Otonom Baru 

(DOB), baik sebagai pemekaran daerah 

provinsi,  Kabupaten, maupun perubahan 

stutus kota. Sementara pada  Tahun 2011, di 

masa Kepempinan Gubernur HB Paliudju, 

Pemerintah Sulawesi Tengah telah melakukan 

kajian desain penataan daerah Sulawesi 

Tengah 2011-2025, yang didasarkan pada 

kebutuhan wilayah, kondisi geografis, 

kependudukan dan potensi wilayah serta 

SDA.    Dalam grand desain yang sudah 

digodok pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah hingga 2025 mendatang, akan 

dibentuk sedikitnya 20-an  kabupaten 

termasuk 10 wilayah otonom kabupaten/kota 

yang sudah ada selama ini,  Grand Design 

pemekaran tersebut bahkan sudah  dikirimkan 

ke Mendagri.  

Mengenai perbandingan jumlah daerah 

otonom dengan luas wilayah/jumlah 

penduduk pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi 

seperti ada tabel di bawah. 

Berdasarkan Luas Wilayah masing-masing 

provinsi yang ada di pulau Sulawesi 

berdasaskan data pada  Provinsi Dalam 

Angka  tahun 2017, dari kelima  provinsi 

memiliki luas 188.747,7 Km2,  dari luas 

tersebut luas Provinsi  Sulawesi Tengah 

sebesar 32,7% dari total luas pulau Sulawesi  

dengan jumlah daerah otonom yang dibawahi 

otonomi provinsi ini sebanyak 12 Kabupaten 

dan  satu  Kota. Dari perbandingan  luas 

wilayah tersebut secara kasat mata  dapat 

dikatakan Provinsi Sulawesi Tengah masih 

memungkinkan untuk dimekarkan. 

B. PERMASALAHAN 

Berangkat dari tema tulisan ini yang 

berjudul  Kebijakan Penataan Daerah dan 

Peluang Pemekaran  Daerah di Provinsi 

Sulawesi Tengah, secara prospektif 

berdasarkan kondisi perkembangan 

pemerintahan/pembangunan, ekonomi, 

politik serta sosial budaya dan teknologi 

sesuai dinamika kondisi eksiting  tahun 2017, 

maka penulis memfokuskan pada Tiga (3)  

masalah  yang menjadi dasar pembahasan 

dalam menjawab makna denotatif dari tema 

tersebut, yaitu: 

Tabel 2: Perbandingan Luas Wilayah/Jumlah penduduk dengan Jumlah Daerah Otonom/Baru 

Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi 

Sumber: BPS, Provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi  Dalam Angka, 2017 

 



http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index     13 
 

1. Apa pilihan Kebijakan penataan 

daerah  oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah 

berkaitan dengan berkembangnya fenomena 

permintaan untuk dimekarkan/pembentukan 

DOB. 

2. Strategi Apa  yang harus ditempuh 

oleh pemerintah daerah, jika pilihan kebijakan  

harus bermuara pada  strategi penataan 

daerah yang berbasis centripetal policy, 

centrifugal policy ataupun constants/Static  

policy. 

3. Berdasarkan Kondisi yang ada dan 

pilihan kebijakan yang ditempuh,   usulan 

pembentukan DOB mana yang plausible dan 

berpeluang untuk difasilitasi 

pembentukannya. 

C. TINJAUAN SINGKAT TEORI TENTANG 

PENATAAN DAERAH 

1.  Konsep Teoritik tentang Pemekaran 

sebagai bagian dari reformasi teritorial  

 Pendapat yang komprehensif dan 

aplikatif relevan dengan Kebijakan Pemekaran 

di Indoensia adalah  pendapat dari  Ferrazzi, 

yang mengatakan: 

reformasi administrasi teritorial adalah 

pengelolaan atas ukuran, bentuk dan hirakhi 

dari unit daerah  yang bertujuan untuk 

mencapai sasaran-saran politik dan 

administratif. Struktur teritorial atau 

pembagian teritorial mengacu pada 

pengaturan tingkatan dan jumlah/ukuran 

unit. Administrasi teritorial dianggap sebagai 

aplikasi tambahan dari alat dan kebijakan 

yang untuk penyesuaian unit  teritorial, 

sedangkan reformasi teritorial dianggap 

sebagai reorganisasi yang lebih mendasar 

(dari jumlah unit atau tingkatan pemerintah) 

atau perbaikan dari alat-alat dan kebijakan 

yang dipergunakan untuk mengatasi 

struktur/pembagian teritorial.   

2. Bentuk-bentuk Kebijakan Penataan Daerah  

Dilihat dari kekuatan Centripetal policy 

(arah menyatu/memusat)  terdapat sejumlah 

istilah yng berkembang yaitu: 

a) Annexation (Aneksasi), Sebuah 

masyarakat atau daerah  memperluas 

batas-batasnya dengan memasukan  

wilayah tertentu di sekitarnya menjadi 

bagian dari wilayahnya (True Blood, 

1994).  

b) Consolidation, Penggabungan dua 

atau lebih komunitas/daerah  yang 

ada membentuk satu daerah baru 

yang ukurannya lebih besar (Pawel 

Swianiwicz, 2010). 

c) Amalgamition  Penggabungan dari 

dua atau lebih daerah yang ukuran 

kecil yang setingkat menjadi daerah 

otonom yang lebih luas (Mabuchi, 

2001)  

Dilihat dari kekuatan  Centrifugal (mekar 

dan memencar)  terdapat sejumlah istilah yng 

berkembang yaitu: 

a) Detachment, Pemisahan dari dari 

bagian suatu daerah/komunitas  

menjadi daerah/komunitas 

tersendiri.(True Blood, 1994)  
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b) Fragmentation (Pawel Swianiwicz, 

2010), Perluasan atau penyebaran  

Pemerintahan di tingkat bawah dalam 

bentuk daerah otonom baru  yang  

dimekarkan dari sebuah daerah 

otonom induk. 

c) Proliferation (Bappenas, 2008), 

Perluasan atau penyebaran  

Pemerintahan di tingkat bawah dalam 

bentuk daerah otonom baru  yang  

dimekarkan dari sebuah daerah 

otonom induk.  

d) Regional Government Splitting 

(Ferrazzi, 2007), sama dengan konsep 

proliferasi di atas. 

e) Partition, Pemilah-milahan suatu 

bagian dari suatu negara menjadi 

beberapa negara atau menjadi 

beberapa bagian/tingkatan  daerah 

dalam suatu negara. (Brendan O, 

Leary, 2007) 

f) Political Sub Division, penataan dan 

pembentukan sususan wilayah dalam 

suatu negara ke dalam beberapa 

bentuk tingkatan dan jenis baik 

vertikal maupun horizontal 

(Maximilian Auffhammer, 2003) 

Antara dua kekuatan pertumbuhan dan 

perkembangan pemerintahan daerah tersebut 

dikenal pula model jalan tengah  atau disebut 

oleh Robert Hertzog sebagai Intermunicipal 

Cooperation (IMC) , model  yang dianggap 

cukup berhasil dikembangkan di Perancis, 

yakni suatu kondisi yang terdiri dari ragam 

pihak (pemerintah daerah) yang bersepakat 

untuk melakukan kerjasama  yang menghasil 

barang dan jasa tertentu  yang dapat 

dimanfaatkan oleh kedua belah, dengan biaya 

yang diperlukan telah disepakati sebelumnya. 

Penyediaan barang dana jasa   atau urusan 

pemerintahan tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan akan lebih memadai jika 

dilakukan  melibatkan  raga pihak dengan 

tidak berpengaruh kepada  otoritas wilayah 

dan pemerintah masing-masing pihak. 

4. Alasan Argumentatif Teoritik Pro 

Pemekaran dan Pro Penggabungan 

Menurut  Reiljan, terdapat  empat alasan 

argumentatif mengapa relevan pilihan 

kebijakan  reformasi teritorial 

memprioritaskan pembentukan wilayah yang 

lebih besar (penggabungan/Amalgamation 

/Consolidation/Centripetal), 

1) Suatu daerah yang memiliki ukuran 

yang lebih besar lebih efisien secara 

ekonomi. 

2) Di dalam daerah yang berukuran 

besar, proses politik lebih demokratis 

lebih mudah diwujudkan; 

3) Pada daerah yang besar potensi 

keragaman budaya  yang ada  apabila 

dikelola dengan baik maka menjadi 

modal sosial yang besar dalam 

pembangunan. 

4) Pada daerah yang berukuran besar 

lebih memungkinkan peluang untuk 

mempromosikan pembangunan 

ekonomi. 

5) Daerah yang besar akan lebih mampu  

menyediakan  secara berkualitas dan 



http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index     15 
 

adil pemberian layanan, tugas dan 

beban pajak . 

Berlawanan dengan pandangan  di atas  

para pendukung konsep Territorial 

Fragmentation [Jones, Stewart, 1983] dan para 

penganut public choice, walapun mereka 

berangka dari beragam asumsi namun para 

ahli tersebut  bersepakat pada kesimpulan 

bersama bahwa “kecil itu Indah” (small is 

beautiful), adapun argumen mereka  bahwa 

fragmentasi (pemekaran daerah) lebih 

mentguntungkan dari pada penggabungan 

(Consolidation) adalah sebagai berikut. 

1. Pada daerah yang lebih kecil,  

komunikasi dan akses terhadap 

layanan pemerintahan dan 

pembangunan  yang berkualitas  lebih 

mudah dilakukan; 

2. Program/Kebijakan pembangunan  

akan lebih bersifat  menjurus sesuai 

dengan kondisi lokal karena sifat 

kelolkalannya cenderung semakin 

homogen. 

3. Makna suara pemilih akan lebih 

dihargai dan kontrol pemilih terhadap 

wakil/orang yang dipilihnya lebih 

mudah dilakukan; 

4. Dengan fragmentasi akan mendorong 

kompetisi  antara intitusi 

pemerintahan lokal karena jumlahnya 

semakin bertambah. 

5. Kreasi, kearifan  dna inovasi akan 

lebih mudah terjadi 

 

D. PEMBAHASAN 

1. Tinjauan Fakta dan Alasan Usul Pemekaran 

Pembentukan DOB   

Untuk Indonesia beberapa alasan faktual 

urgensi perlunya pemekaran/pembentukan 

DOB baik oleh Pemerintah maupun para 

pengusul, di antaranya: 

1. Kebutuhan untuk pemerataan 

ekonomi daerah. Menurut data IRDA, 

kebutuhan untuk pemerataan 

ekonomi menjadi alasan paling 

populer digunakan untuk 

memekarkan sebuah daerah. 

2. Kondisi geografis yang terlalu luas. 

Banyak kasus di Indonesia, proses 

delivery pelayanan publik tidak 

pernah terlaksana dengan optimal 

karena infrastruktur yang tidak 

memadai. Akibatnya luas wilayah 

yang sangat luas membuat 

pengelolaan pemerintahan dan 

pelayanan publik tidak efektif. 

3. Perbedaan Basis Identitas. Alasan 

perbedaan identitas (etnis, asal muasal 

keturunan) juga muncul menjadi salah 

satu alasan pemekaran. Tuntutan 

pemekaran muncul karena biasanya 

masyarakat yang berdomisili di 

daerah pemekaran merasa sebagai 

komunitas budaya tersendiri yang 

berbeda dengan komunitas budaya 

daerah induk. 

4. Kegagalan pengelolaan konflik 

komunal. Kekacauan politik yang 

tidak bisa diselesaikan seringkali 
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menimbulkan tuntutan adanya 

pemisahan daerah.  

    Sedangkan berdasarkan penelitian 

desktop yang dilakukan oleh Syarifuddin  

terhadap kajian dari 36 Studi tentang 

pemekaran daerah yang dilakukan oleh 

beragam pihak diseluruh wilayah Indonesia 

periode 1999-2009, secara empiris, pemekaran 

daerah yang terjadi di Indonesia selama ini 

dari aspek politik baik di level pusat maupun 

daerah menurut Syarifudin   terlihat ada 4 

makna subtantif politik di level pusat 

mengenai pemekaran daerah, yakni: (1) Politik 

memecah belah konsentrasi separatis; ( 2) 

Politik percepatan pembangunan; (3) Politik 

desentralisasi; dan (4) Politik menjaga 

integrasi NKRI.  Ada 7 makna subtantif politik 

di level daerah mengenai pemekaran daerah, 

yakni: (1) Politik peningkatan kesejahteraan; 

(2) Politik peningkatan layanan publik; (3) 

Politik desentralisasi; (4) Politik mengatasi 

rentang kendali; (5) Politik pembangunan 

wilayah; (6) Politik  percepatan pembangunan; 

dan (7) Politik kelembagaan (aspirasi forum 

desa). Ada 7 makna bias/dissubtantif politik 

di level daerah mengenai pemekaran daerah, 

yakni: (1) Politik identitas etnis; (2) Politik 

identitas agama; (3) Politik kontestasi elite 

lokal; (4) Politik pengembalian kejayaan 

sejarah; (5) Politik involusi administrasi; (6) 

Politik free rider  (ditunggangi); dan (7) Politik 

uang. Dan ada 4 makna bias/dissubtantif 

politik di level pusat mengenai pemekaran 

daerah, yakni; (1) Politik penghisapan sumber 

daya lokal; (2) Politik mencari popularitas; (3) 

Politik partai memenangkan pemilu; dan (4) 

Politik uang 

2. Pilihan Strategi Penataan Daerah di 

Sulawesi Tengah 

a. Pilihan Kebijakan Centrilfugal/Fragmentasi 

(Memfasilitasi Pemekaran) 

Jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

memiliki kepedulian dan goodwill dan 

political will untuk memfasilitasi pemekaran 

daerah, maka  pemerintah daerah harus  

memiliki langkah/tahapan strategis  yang 

mencakup: 

1) Harus bersifat eklektik, artinya 

memilih prioritas dari sejumlah 

daerah usulan baru  yang berpeluang 

lebih besar untuk dapat 

diperjuangkan, baik dilihat dari 

proses tahapan yang telah ditempuh 

dalam proses pengusulan rencana 

DOB bersangkutan maupun fakta 

alasan pemekaran berasarkan demand 

dan suplay. 

2) Konsolidasi dalam bentuk enabling 

setting dan polycentris facilitative, 

artinya dari sejumlah wacana  daerah 

yang hendak dimekarkan, pemerintah 

di daerah harus melakukan 

konsolidasi, baik membangun 

komunikasi dan kesamaan persepsi 

tentang urgensi, relevansi, kajian dan 

pemenuhan persyaratan dan sediaan 

sumber daya dan jaringan perjuangan 

untuk itu. Konsolidasi yang dimaksud 

melibatkan pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten Induk/Asal, 

masyarakat setempat, Partai 

Politik/anggota DPRD Daerah, 

DPR/DPD utusan Sulawesi Tengah 
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dan ragam pihak pemangku 

kepentingan lainnya, termasuk 

pembentukan/penguatan desk-work 

khusus  bagi kebijakan pemekaran di 

daerah. 

3) Proaktif antisipasi dalam 

meminimalisasi konflik akibat rencana 

pemekaran serta segala hambatan 

internal   maupun eksternal, termasuk 

upaya persiapan sosial, infrastruktur 

pemerintahan dll. 

4) Secara denotatif menegaskan 

komitmen tentang penataan daerah 

melalui kebijakan nyata dan eksplisit 

dalam perencanaan program dan 

pembiayaan pembangunan daera. 

5) Selalu memperhatikan  politic signal, 

policy streaming dan policy windows  

dari pemerintah pusat terhadap 

kebijakan pemekaran daerah. 

b. Pilihan Kebijakan Centripetal/Amalgamasi 

/Penggabungan Daerah 

Dalam ketentuan  undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemekaran 

Daerah dibahas dalam Bab-VI mulai dari Pasal 

31 sampai pasal 56 dengan nomenklatur  

“Penataan Daerah”,  berdasarkan ketentuan 

dalam undang-undang tersebut, berbicara 

penataan daerah tidak saja  hanya fokus pada 

upaya pemekaran, tetapi juga berbicara  

penggabungan daerah (Proses/Tahapan 

Pemekaran sesuai UU No.23 Tahun 2014 

terlampir). Sayangnya selama ini baik para 

politisi, pemerintah, akademisi, msyarakat 

luas bahkan kebijakan operasional tenteng 

penataan daerah  tidak ada yang  mengatur 

khusus dan mendorong peluang terjadinya 

penggabungan daerah. 

Jika kita membandingkan  dengan 

kecenderungan dan pola  reformasi teritorial 

di beberapa negara, seperti laporan  hasil 

kajian yang dilakukan oleh Masaru Mabuchi 

di Jepang  dan hasil kajian yang dilakukan 

oleh Pawel Swianiewicz   pada sejumlah 

negara di Eropa, serta hasil kajian yang 

dilakukan oleh Gabriele Ferrazzi pada 

sejumlah negara di dunia , justru yang 

dominan adalah pilihan  penggabungan 

dalam bentuk Amalgamasi/Konsolidasi 

(centripetal policy)  dari pada fragmentasi 

(Centrifugal policy). Menjadi pertanyaan  

apakah memungkinkankah dalam situasi 

mainstream uphoria semua ingin mekar saai 

ini yang sangat kuat,  kebijakan tentang 

penggabungan dapat dilakukan ?. 

Jawabannya  ya, melalui policy instrument 

yang merangsang atau paling tidak orang 

lebih berpikir “lebih baik  untuk tidak mekar 

dari pada mekar”. Misalnya kebijakan berupa: 

1) Memberikan insentif fiskal khusus  

bagi daerah-daerah induk yang solid 

dan agar tetap intake/solid. 

2) Mendesian perencanaan 

pembangunan yang masif pada 

daerah solid/induk yang 

mensyaratkan bahwa alokasi 

anggaran/program pusat  hanya 

digulirkan pada daerah yang sifat 

terotorialnya memiliki soliditas yang 

baik  atau berdasarkan syarat luas 

wilayah tertentu dan fungsional 

kawasan. 
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3) Membuat efek jera untuk mekar 

dengan negative policy. 

4) Memberikan isentif fiskal yang lebih 

besar melebihi APBD masing-masing 

daerah secara parsial jika kedua 

daerah tersebut digabung, dengan  

logika jika daerah A=3,  daerah B=2,   

A+B=5, tapi jika   A gabung B=10, 

termasuk insentif pejabat/PNS dan 

insentif  nyata dan bermakna bagi 

warganya.  

c.  Pilihan Kebijakan Konstanta yang Pro Aktif 

(Cosntants/Static Policy) 

        Pilihan kebijakan Statis/Konstanta 

plus kata aktif dimaksudkan bahwa 

pemerintah melakukan moratorium 

pemekaran secara berkelanjutan dan 

superketat dengan policy instrument dalam 

bentuk: 

1) Redesain Sistem Pemilu di daerah dan 

perluasan sistem kerja anggota DPRD yang 

terpilih. Redesain Sistem pemilu mencakup 

menambah jmlah anggota DPRD secara 

rasional, penambahan dapil dalam wilayah 

yang lebih kecil dengan jumlah daftar calon 

sementara (DCS) yang ditingkatkan. Perluasan 

Sistem kerja DPRD, adalah  adanya  kantor 

perwakilan masing-masing DPRD di 

Kabupaten/Kecamatan yang mana 

mewajibkan anggota DPRD bersangkutan 

berkantor dan melayani masyarakatnya  tanpa 

menunggu jadwal reses dalam periode waktu 

tertentu. 

2) Rekruiment politik dan birokrasi  

yang berbasis representative local people yang 

bersifat afirmatif, adil dan memberdayakan. 

3) Penataan kembali organisasi 

pemerintahan daerah yang memungkinkan 

adanya kembali kantor perwakilan 

Gubernur/Bupati/Camat  yang tugas dan 

fungsinya lebih diperluas. 

4) Defracted Government Facilties, 

penyebarluasan fasiltas perkantoran utama 

pemerintah dalam bentuk penempatan kantor 

dinas  yang disebar sesuai dengan kondisi dan 

fungsi wilayahnya, sehingga kantor dinas 

tidak harus semuanya menyatu di Ibukota 

Pemerintahan, apalagi dengan zaman  mobile 

government sekarang soal jarak tidak lagi 

menjadi hambatan dalam melakukan 

komunikasi antara pejabat. 

5) Kebijakan pembangunan yang harus 

berkeadilan dan merata. 

6) Pejabat publik yang harus lebih sering 

turun ke bawah/blusukan secara terprogram 

dan cepat saat darurat  tetapi bukan sekedar 

pencitraan. 

7) Membangun nilai-nilai yang 

memperkuat ikatan kebersamaan, kesamaan 

dan kebanggan teritorial  dalam bingkai 

NKRI. 

8) Mengatur secara ketat agar Isu 

Pemekaran tidak menjadi amunisi dan 

kanalisasi suara saat pemilu. 

9) Mengembangkan  kebijakan 

Intermunicipal Cooperation (IMC),  sebuah 

kawasan pembangunannya dikeroyok 

bersama oleh sesama pemerintah daerah, yang 

apada gilirannya  membantu meringankan 

pembiayaan pembangunan dan sekaligus 

melakukan pemerataan pembangunan. 
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10) Dapat membetuk kembali badan 

otoritas khusus kawasan yang pimpinan 

otoritasnya ditunjuk langsung oleh 

pemerintah tingkat atas. 

 D. Relevansi Desain Penataan Daerah dan 

Proyeksi Peluang Pembentuk DOB Baru 

di Sulawesi Tengah. 

1. Relevansi Penataan Daerah 

Walapun keberadaan Desain penataan 

daerah diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undang, namun relevansinya 

menjadi dipertanyakan dengan alasan sebagai 

berikut. 

a. Dalam teori sangat jarang mendesain 

sebuah daerah  yang didasarkan pada 

perkiraan  delianasi otonomi juridis 

administratif yang ada adalah desai 

fungsional kawasan, karena tidak pernah kita 

dapat memperkirakan dan mengarahkan 

evolusi sebuah daerah termasuk negara harus 

terdiri dari beberapa provinsi atau terdiri dari 

beberapa kabupaten/kota. Yang seharusnya 

diatur dalam desain penataan daerah  adalah 

syarat-syarat atau indikator   yang 

meneunjukan bahwa sebuah daerah untuk 

alasan tertentu lebih baik ditetapkan sebagai 

wilayah adminsitratif pemerintahan tersendiri. 

b. Pada sisi lain dalam sebuah desain 

penataan daerah yang telah mematok bahwa 

Indonesia atau sebuah provinsi  akan terdiri 

dari sejumlah Provinsi atau Kabupaten, justru 

memicu dan memacu mindset dan  keinginan 

untuk mekar dan kontraproduktif untuk 

menciptakan kebijakan penggabungan 

(centripetal territorial policy). 

c. Dalam situasi tertentu pemekaran 

daerah tidak harus berdasarkan perhitungan 

rasionalitas teknokratis belaka, tetapi dalam 

sistuasi tertentu tidak bisa dihindari lebih 

berkaitan dengan variabel politik, psikologi 

politik dan budaya. 

2. Policy Plausible dan Peluang  Pemekaran 

Daerah di Sulawesi Tengah 

Berdasarkan ulasan pada bagian (1) di 

atas, menunjukan sulit memproyeksikan di 

Sulawesi Tengah ini  idealnya  atau dalam 

perkembangannya akan jadi berapa provinsi 

atau Kabupaten/Kota. Yang dapat dilakukan  

adalah melakukan prakiraan berdasarkan 

data/fakta dan  political dan policy streaming 

yang ada, terlebih pemerintah pada tanggal 28 

Agustus 2017 yang lalu melalui Dirjen Otda 

mengatakan bahwa pemerintah dalam 

menghadapi pemekaran daerah, memiliki 3 

skenari yaitu: (1) Skenario Longgar, (2) 

Skenario Sedang dan (3) Skenario Ketat. 

Dalam skenario longgar ada 264 daerah 

pemekaran meliputi, 23 provinsi, 192 

kabupaten, dan 49 kota. Skenario sedang ada 

202 daerah pemekaran meliputi, 12 provinsi, 

113 kabupaten, dan 77 kota. Kemudian, 

skenario ketat ada 101 daerah pemekaran, 

meliputi 11 provinsi, 78 kabupaten, dan 12 

kota. Dengan demikian secara umum  dapat 

dikatakan bahwa: 

a. Usulan Pembentukan Kabupaten 

Moutong dan Tomini Raya  lebih berpeluang 

untuk diwujudkan, karena dilihat dari 

prosesnya kedua calon DOB tersebut sudah 

disahkan menjadi DOB sebagai usul inisiatif 

DPR-RI. 
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b. Usulan Pembentukan Sulawesi Timur  

akan mendapatkan peluang untuk diproses 

lebih lanjut, karena usulan daerah tersebut 

pada tingkat  daerah sudah selesai. Yang 

menjadi kendala adalah transisi regulasi yang 

mengatur pemekaran. 

c. Daerah-daerah  yang secara nyata dan 

faktual benar-benar karena alasan jarak 

pelayanan dan atau karena pertimbangan 

letak geografis berada pada posisi enclave 

dengan bagian lainnya dalam satu wilayah 

administrasi daerah otonom atau mempunyai 

nilai strategis nasional dan keamanan dapat 

memiliki peluang dipertimbangkan untuk 

diproses/difasilitasi. 

E. PENUTUP 

Berbicara  tentang penataan daerah 

seyogya kita memandang pada dua sisi, yakni 

sisi  urgensi dan relevansi centripetal 

territorial policy  yang berkosekuensi untuk 

melakukan upaya  penggabungan sejumlah 

daerah otonom, pada sisi lain berupa 

centrifugal territorial policy  yang berimplikasi 

pada kebijakan pemekaraan daerah. 

  Berkaitan dengan upaya 

pensejateraan rakyat, peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan memperkjokoh NKRI, 

pemekeran maupun penggabungan sejatinya 

hanya menjadi intrumen untuk itu, bukan 

sebagai tujuan akhir. Olehnya itu salah satu 

hal yang perlu kita lakukan adalah merubah 

mindset kita tentang konsep dan orientasi 

penataan daerah dan pemekaran daerah. 
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